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1.

DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi,
perlu disusun standar layanan informasi publik di
lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia;

bahwa ketentuan mengenai standar layanan informasi
publik di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Nomor 2296 Tahun 2020 tentang
Perubahan Pertama Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4486);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

5

Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya
disebut Standar Layanan adalah ukuran yang disajikan
pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan
penyampaian Informasi Publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
maupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan serta Informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padatulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),



10.
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12.

13.

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi vang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut
Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi
Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
Informasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia.

PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan Informasi di lingkungan unit kerja
pusat dan unit pelaksana teknis Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari
atasan langsung.

Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai data
di tingkat nasional yang dapat diakses melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Portal Satu Data Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Satu
Data RRI adalah media bagi pakai data di tingkat Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dapat
diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi.

Sistem Informasi PPID adalah sistem berbasis jaringan
yang berfungsi untuk melakukan pelayanan, pengelolaan,
dan pendokumentasian Informasi Publik di lingkungan

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
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18.

Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling
berinteraksi.

Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antar Badan Publik
guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi
Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Satuan Kerja Daerah di lingkungan Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat Satker RRI adalah unit kerja yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional
tertentu danj/atau tugas teknis penunjang tertentu di
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.



BAB II
KELEMBAGAAN PPID LPP RRI
Pasal 2

(1) Kelembagaan PPID di lingkungan LPP RRI terdiri atas:
Atasan PPID LPP RRI;
Tim Pertimbangan;
PPID Utama;
PPID Pelaksana; dan

Petugas Pelayanan Informasi Publik

o p o ooop

(2) Atasan PPID LPP RRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a yaitu Direktur Utama.

(3) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

a. Direktur SDM dan Umum

b. Direktur Keuangan

c. Direktur Program dan Produksi

d. Direktur Teknologi dan Media Baru

e. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

(4) PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d ditetapkan
oleh Direkur Utama selaku Atasan PPID.

(5) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c tediri atas:
a. unit kerja pusat; dan
b. Satker LPP RRI

(6) Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e di lingkungan unit kerja
pusat dan Satuan Kerja ditetapkan oleh PPID Pelaksana.



BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 3

(1) Atasan PPID LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2)

2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.
b.

menunjuk PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana;
menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik
di lingkungan LPP RRI;

menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi
Publik;

mendelegasikan kewenangan kepada PPID Utama
LPP RRI dalam proses penyelesaian Sengketa
Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau di

Pengadilan;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Utama LPP RRI dan
PPID Pelaksana; dan

mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi

ke lembaga peradilan.

Atasan PPID LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:

a.

menetapkan dan mengangkat PPID LPP RRI dan PPID
Pelaksana;

menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik
di lingkungan LPP RRI;

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti
oleh PPID Utama LPP RRI;

menunjuk PPID Utama LPP RRI untuk mewakili LPP
RRI dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional

dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;



(1)

(2)

(1)

f.  memberikan masukan terhadap laporan PPID
mengenai ketidaksesuaian proses penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan

g. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi
ke lembaga peradilan melalui unit yang memiliki

tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum.

Pasal 4
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas:
a. memberikan pertimbangan dalam merumuskan Daftar
Informasi Publik;
b. memberikan pertimbangan atas Informasi yang Dikecualikan;
c.  memberikan pertimbangan terhadap keberatan atas pelayanan
Informasi dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
d. memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang belum diatur
terkait pengelolaan Informasi dan dokumentasi.
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b mempunyai wewenang membantu merumuskan Daftar
Informasi Publik, Informasi yang Dikecualikan, keberatan atas
pelayanan Informasi dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
serta hal-hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan

dokumentasi.

Pasal 5

PPID Utama LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)huruf ¢ mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kkebijakan layanan
Informasi Publik;

b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
kebijakan layanan Informasi Publik kepada Atasan
PPID dan Komisi Informasi Pusat;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan Informasi Publik;

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID
Pelaksana di lingkungan LPP RRI;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;



(2)

menentukan Informasi Publik yang dapat diakses
publik dan layak untuk dipublikasikan;

melakukan pengujian tentang konsekuensi atas
Informasi Publik yang akan dikecualikan;

melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

menyediakan Informasi Publik secara efektif dan

efisien agar mudah diakses oleh publik;

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam
menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh
Pemohon; dan

melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan
Informasi Publik di Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia

PPID Utama LPP RRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)huruf ¢ mempunyai wewenang:

a.
b.

menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja
secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan
EPID;

menolak Permintaan Informasi Publik dengan
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila
Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi

yang Dikecualikan dengan persetujuan Atasan PPID;



(1

menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat,
mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan
Daftar Informasi Publik;

menetapkan strategi dan metode pembinaan,
pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang
dilakukan oleh PPID Pelaksana;

memberikan jawaban atas Permintaan Informasi
Publik sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan;
dan

melakukan pendampingan dan koordinasi dengan
PPID Pelaksana dalam penyelesaian Sengketa

Informasi Publik.

Pasal 6

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat

(1) huruf d mempunyai tugas:

da.

membantu PPID Utama LPP RRI
melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan
kewenangannya;

melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi

Publik yang telah ditetapkan PPID Utama LPP RRI;

mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik;

mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari unit
kerjanya;

membantu PPID Utama LPP RRI dalam membuat,
memverifikasi, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan
klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

membantu membuat, mengelola, memelihara, dan
memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID
Utama LPP RRI apabila terdapat permintaan
Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang
Dikecualikan yang telah habis jangka waktu

pengecualiannya;
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memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat,
tepat, dan sederhana;

menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di
lingkungan unit kerjanya kepada PPID LPP RRI
melaluiSistem Informasi PPID; dan

melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan

Informasi Publik.

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf d mempunyai wewenang:

a.

meminta dokumen Informasi Publik dari unit kerja
dan Satker LPP RRI;

meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan
Informasi Publik di masing-masing unit kerja dan
Satker RRI dalam melaksanakan pelayanan Informasi
Publik;

menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik
untuk menyiapkan dokumen dalam melaksanakan
pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang
akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan
tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan
atau permintaan Informasi Publikditolak;

menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis
apabila Informasi Publik yang dimohonkan termasuk
Informasi yang Dikecualikan dengan disertai alasan
serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi
Pemohon untuk mengajukan keberatan atas
penolakan tersebut;

mengusulkan Informasi untuk dikecualikan kepada
PPID Utama LPP RRI apabila Informasi Publik yang
dimohonkan tidak termasuk dalam keputusan PPID
mengenai klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID
Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi

yang Dikecualikan;

meminta Informasi kepada PPID Pelaksana lainnya
sebagai pemilik Informasi dalam hal Informasi Publik
vang diminta tidak dikuasai oleh PPID Pelaksana; dan
melakukan koordinasi dengan PPID Utama LPP RRI
terkait dengan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik.
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(2)

(3)

(4)

BAB IV
INFORMASI
Pasal 7
Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;
b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan/atau
c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disediakan
dalam bentuk dokumen digital atau dokumen nondigital.
Penyediaan Informasi dalam bentuk digital sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kaidah
Interoperabilitas Data.
Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakberlaku
untuk Informasi Elektronik.

Pasal 8

(1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengumumkan

secara berkala Informasi Publik.

(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;

b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan dalam lingkup Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia;

c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang

mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;



h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang atau pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia;

i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

j. Informasi tentang kepegawaian /ketenagakerjaan; dan

k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Informasi tentang profil Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling

sedikit terdiri atas:

a.

Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, ruang
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia serta kantor unit-unit di
bawahnya;

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia;

struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil
singkat pejabat struktural; dan

laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa,
diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi ke Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

untuk diumumkan.

(2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 8

ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:

a.

b.

nama program dan kegiatan;

penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor

telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
target dan/atau capaian program dan kegiatan;
jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

anggaran program dan kegiatan yang meliputi

sumber dan jumlah;

agenda penting terkait pelaksanaan tugas Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia;



h. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak

masyarakat; dan

i. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

(3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah

maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.

(4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

(5) Ringkasan laporan akses Informasi Publik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:

a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;

b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan
Informasi Publik;

c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang
ditolak; dan

d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.

(6) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f paling

sedikit terdiri atas:

a. daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-
undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam

proses pembuatan; dan

b. daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau

kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.

(7) Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g paling sedikit

terdiri atas:



a. tata cara memperoleh Informasi Publik; dan

b. tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian Sengketa

Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab

yang dapat dihubungi.

(8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang

atau pelanggaran oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h terdiri

atas:

a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran oleh pejabat Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia; dan

b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau

pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian

kerja dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

yang bersangkutan.

(9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hurufi paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan

(RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1.

7
8.
9.

Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
:
4
5

Spesifikasi Teknis;

. Rancangan Kontrak;

. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data

Kualifikasi;

Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data
Pemilihan;

Daftar Kuantitas dan Harga;

Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;

Gambar Rancangan Pekerjaan;

10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan

Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

11. Dokumen Penawaran Administratif;

12. Surat Penawaran Penyedia;

13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia;



14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;

15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;

16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;

17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;

18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;

19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

20. Surat Perjanjian Kemitraan;

21. Surat Perjanjian Swakelola;

22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta
Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi

yang dikecualikan;

2. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya
mencantumkan informasi mengenai para pihak yang
bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat
penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian
pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu
pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan

perubahan kontrak.

Surat Perintah Mulai Kerja;
Surat Jaminan Pelaksanaan;
Surat Jaminan Uang Muka;
Surat Jaminan Pemeliharaan;
Surat Tagihan;

Surat Pesanan E-purchasing;

oo o= o

Surat Perintah Membayar;

10. Surat Perintah Pencairan Dana;

11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;

12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;

13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional
Hand Over;

15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.



(10) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf k paling sedikit terdiri dari:

a. pengamatan gejala bencana;

b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;

c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. peringatan bencana;

e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;

f. lokasi evakuasi; dan

g. pelaksanaan penyelematan dan evakuasi.

Pasal 10

(1) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas:
a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau
didokumentasikan; dan/atau

f. Informasi yang Dikecualikan berdasarkan ketentuan
undang-undang.

(2) Informasi yang Dikecualikan berdasarkan ketentuan
undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f terdiri atas:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapatmenghambat
proses penegakan hukum, yaitu Informasi yang

dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan
penyidikan suatu tindak pidana;

2. mengungkapkan identitas informan, pelapor,
saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya
tindak pidana;

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan
rencana-rencana yang berhubungan dengan
pencegahan dan penanganan segala bentuk

kejahatan transnasional;



4. membahayakan keselamatan dan kehidupan
penegak hukum  dan/atau  keluarganya;
dan/atau

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana,

dan/atau prasarana penegak hukum.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu

kepentingan pelindungan hak atas kekayaan
intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha
tidak sehat;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik  dapat

membahayakan pertahanan dan keamanan negara,
yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi,
taktik dan teknik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara, meliputi tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi,
intelijen, operasi, teknik dan taktik yang
berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara yang meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi
kekuatan dan kemampuan dalam
penyelenggaraan sistem pertahanan dan
keamanan negara serta rencana
pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan

pangkalan dan/atau instalasi militer;



5. data perkiraan Kkemampuan militer dan
pertahanan negara lain terbatas pada segala
tindakan dan/atau indikasi negara tersebut
yang dapat membahayakan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data
terkait kerjasama militer dengan negara lain
yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional, yaitu:

1. rencana awal pembelian dan penjualan mata
uang nasional atau asing, saham dan aset vital
milik negara;

2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku
bunga, dan model operasi institusi keuangan;

3. rencana awal perubahan suku bunga bank,
pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif,
atau pendapatan negara/daerah lainnya;

4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah
atau properti;

5. rencana awal investasi asing;
proses dan hasil pengawasan perbankan,
asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;
dan/atau

7. hal-hal yang Dberkaitan dengan proses
pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan

kepentingan hubungan luar negeri, yaitu:

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan
telah diambil oleh negara dalam hubungannya
dengan negosiasi internasional;

2. korespondensi diplomatik antarnegara;



3)

(4)

3. sistem komunikasi dan persandian yang
dipergunakan dalam menjalankan hubungan
internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur
strategis Indonesia di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik  dapat
mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan
rekening bank seseorang;

4.  hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang
yang berkaitan dengan kegiatan satuan
pendidikan formal dan satuan pendidikan
nonformal.

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia, yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan; dan

j.  informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
Undang-Undang.

Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat ketat dan terbatas.

Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa seluruh Informasi atau Informasi

tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.



BAB V
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 11
(1) Standar Layanan di lingkungan LPP RRI terdiri atas:
a. standar pengumuman;
b. standar permintaan Informasi Publik;
c. standar pengajuan keberatan;
d. standar penetapan dan pemutakhiran
Daftarinformasi Publik;
e. standar pendokumentasian Informasi Publik;
f.  standar maklumat pelayanan; dan
g. standar pengujian konsekuensi.
(2) Standar Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini.

Pasal 12
Pelaksanaan Standar Layanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) untuk layanan Informasi Publik berupa:
a. pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik;
b. sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik; dan
c. pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan,
wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang

Disabilitas



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VI
BANTUAN KEDINASAN
Pasal 13

LPP RRI dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada

Badan Publik lainnya yang meminta Informasi Publik di

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

dengan syarat:

a. tindakan yang diambil oleh Badan Publik tidak dapat
dilaksanakan tanpa memperoleh Informasi dari LPP
RRI;

b. penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Publik
tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh
Informasi dari LPP RRI; dan/atau

c. penyelenggaraan pelayanan publik oleh Badan Publik
tidak dapat dilaksanakan tanpa memperoleh
Informasi dari LPP RRI.

Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak terpenuhi, LPP RRI dapat menolak memberikan

Bantuan Kedinasan yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dilaksanakan dengan cara bagi pakai Informasi antar
Badan Publik dengan ketentuan:
a. meminta secara langsung kepada PPID Utama
LPP RRI atau PPID Pelaksana; atau
b. mengakses Portal Satu Data RRI dan Portal Satu Data
Indonesia.
Akses Portal Satu Data RRI dan Portal Satu Data Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

1

(2)

(1)

(2)

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 15
PPID Pelaksana wajib menyusun dan menyediakan
laporan layanan Informasi Publik.
Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. laporan semester; dan
b. laporan tahunan.
Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a disampaikan kepada PPID Utama melalui Sistem
Informasi PPID paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan kepada PPID Utama paling lambat 1

(satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Pasal 16
PPID Utama menyusun laporan semester layanan
Informasi Publik yang disampaikan kepada Atasan PPID.
PPID Utama menyusun laporan tahunan layanan
Informasi Publik yang disampaikan kepada Atasan PPID
dan Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 17
PPID Utama wajib melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan
LPP RRI.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.




(3) PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik melalui
SistemInformasi PPID.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh PPID Utama kepada
Atasan PPID dan diumumkan dilingkungan LPP RRI.

(5) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh

PPID Utama ditetapkan oleh Atasan PPID.

BAB VIII
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 29 November 2024
Direktur Utama LPP RRI

I Hendrasmo




LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik mengamanatkan kepada Badan Publik untuk
menyusun dan menetapkan Standar Layanan dalam rangka memenuhi hak
setiap orang memperoleh Informasi Publik. LPP RRI sebagai Badan Publik
telah memiliki regulasi terkait standar layanan informasi publik, yaitu
Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia Nomor 2296 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama
Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Perkembangan hukum di bidang Informasi Publik serta perubahan struktur
organisasi dan tata kerja di lingkungan LPP RRI, menuntut dilakukannya
penyempurnaan terhadap Standar Layanan Informasi Publik.
Penyempurnaan tersebut antara lain terkait dengan 1) kelembagaan PPID
yang memuat struktur organisasi serta tugas dan wewenang PPID LPP RRI;
2) klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang Dikecualikan yang
sebelumnya diatur dalam Peraturan yang berbeda; 3) standar layanan
Informasi Publik yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik; 4) bantuan kedinasan; dan 5) pelaporan dan evaluasi termasuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan Informasi Publik di
lingkungan internal LPP RRI.

Melalui penetapan standar pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan
kinerja layanan Informasi Publik di LPP RRI yang sejalan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B.

Maksud dan Tujuan
Maksud

1,

Maksud disusunnya peraturan ini yaitu:

a. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna
dan pemohon Informasi serta PPID LPP RRI sebagai
penyelenggara layanan Informasi Publik;

b. mewujudkan tanggung jawab LPP RRI sebagai Badan Publik
dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; dan

c. memberikan arah kebijakan kepada PPID LPP RRI dan PPID
Pelaksana dalam rangka mewujudkan layanan Informasi Publik
yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Tujuan

Tujuan disusunnya peraturan ini yaitu:

a.

memberikan standar minimal bagi PPID LPP RRI dan PPID

Pelaksana dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik;

meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI
untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
membangun sumber daya manusia di lingkungan LPP RRI yang
profesional, beretika, berdedikasi dan mampu mengedepankan
kepentingan umum; dan

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu
transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

dipertanggungjawabkan.



BAB II
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Standar Pengumuman

i

2.

3.

PPID LPP RRI dan PPID Pelaksana mengumumkan Informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman Informasi disebarluaskan secara langsung dan/atau

melalui media.

Media pengumuman Informasi yaitu:

a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak,
televisi, radio, dan lain-lain.

b. media digital misalnya media sosial, PPID LPP RRI
Mobile,website/subsite, Portal Satu Data Indonesia dan lain-lain.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik memperhatikan

Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit

dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.

Standar Pengumuman disusun dan ditetapkan lebih lanjut dalam

Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas

diumumkan dan disebarluaskan.

Standar Permintaan Informasi Publik

1.

Persyaratan Permintaan Informasi Publik

a. Pemohon dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada
PPID di lingkungan LPP RRI.

b. Pemohon melampirkan identitas pada saat mengajukan
Permintaan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

c. Pemohon orang perseorangan paling sedikit melampirkan fotokopi
kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

d. Pemohon Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta
pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

e. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan
fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan
kependudukan pemberi kuasa.

f.  Permintaan Informasi Publik dapat dikuasakan kepada pihak lain
yang cakap di hadapan hukum disertai surat kuasa khusus dengan
dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan.

g. PPID di lingkungan LPP RRI menyediakan sarana dan prasarana
Permintaan Informasi  Publik dengan  memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Permintaan Informasi Publik

a. Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis melalui
media elektronik dan/atau nonelektronik.

b. Permintaan Informasi Publik dilakukan dengan cara:

1) tertulis dengan datang langsung atau dikirimkan kepada LPP
RRI atau Satker RRI; atau
2) tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email),
subsite PPID, atau aplikasi PPID lainnya.




Permintaan Informasi Publik secara tertulis dilakukan dengan
mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.

Dalam hal Pemohon memiliki kebutuhan khusus maka dapat
dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam pengisian
formulir Permintaan Informasi Publik.

Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana tercantum
dalam Format 1.

PPID di lingkungan LPP RRI memberikan nomor pendaftaran
setelah permintaan Informasi Publik diterima dan dicatat dalam
Register Permintaan Informasi Publik sebagaimana tercantum
dalam Format 2.

PPID di lingkungan LPP RRI menyimpan salinan formulir
Permintaan Informasi Publik yang telah diberikan nomor
pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik.
PPID di lingkungan LPP RRI melakukan pemeriksaan kelengkapan
Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak
Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam Register
Permintaan Informasi Publik.

Permintaan Informasi Tidak Memenuhi Persyaratan:

a.

e,

Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi
persyaratan, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak
lengkap.

Dalam hal Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap,
PPID di lingkungan LPP RRI menerbitkan formulir
ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik untuk
disampaikan kepada Pemohon.

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi
Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon.

Dalam hal Pemohon tidak menyerahkan perbaikan Permintaan
Informasi Publik yang diajukan, PPID di lingkungan LPP RRI
memberikan catatan pada Register Permintaan Informasi Publik
tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang
diajukan.

Formulir Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
sebagaimana tercantum dalam Format 3.

Pemberitahuan Tertulis

a.

Setiap Permintaan Informasi Publik diberikan jawaban berupa
pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh PPID di
lingkungan LPP RRI, sebagaimana tercantum dalam Format 4.
Pemberitahuan tertulis diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.
Pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh)
hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak
dapat diperpanjang lagi.
Pemberitahuan tertulis perpanjangan waktu disampaikan kepada
Pemohon, dalam hal PPID di lingkungan LPP RRI belum:
1) menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang
diminta; dan/atau
2) dapat memutuskan status Informasi yang dimohon.
Dalam hal Permintaan Informasi Publik dikabulkan, PPID di
lingkungan LPP RRI memberikan akses bagi Pemochon dengan
cara melihat membaca atau mendengarkan atau mencatat atau
mendapatkan salinan Informasi Publik dalam bentuk dokumen
digital atau nondigital.




5. Penolakan Permintaan Informasi Publik

a. Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID di
lingkungan LPP RRI wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis dengan mencantumkan alasan penolakan.

b. Dalam hal penolakan Permintaan Informasi Publik berdasarkan
alasan pengecualian Informasi, PPID di lingkungan LPP RRI wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai surat
Keputusan Pengecualian Informasi sebagaimana tercantum
dalam Format 5.

c. Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

6. Pelayanan Permintaan Informasi Publik
a. Pelayanan Permintaan Informasi Publik oleh PPID di lingkungan

LPP RRI dilakukan terhadap Permintaan Informasi Publik yang
ditujukan kepada Atasan PPID dan/atau PPID di lingkungan LPP
RRI.

b. Dalam hal Permintaan Informasi Publik belum dikuasai atau
belum didokumentasikan oleh PPID LPP RRI, namun dikuasai atau
didokumentasikan oleh PPID Pelaksana, maka PPID LPP RRI
berwenang untuk meminta Informasi Publik kepada PPID
Pelaksana.

c. PPID Pelaksana yang mendapat permintaan Informasi Publik dari
PPID LPP RRI, harus menyampaikan Informasi Publik kepada PPID
LPP RRL

d. PPID Pelaksana melayani Permintaan Informasi Publik yang
ditujukan kepada Kepala Unit Kerja Pusat dan Kepala UPT di
lingkungan LPP RRI dan/atau PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan
PPID Pelaksana Satker.

7. Standar Permintaan Informasi Publik disusun dan ditetapkan lebih
lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Permintaan Informasi
Publik.

8. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas
diumumkan dan disebarluaskan.

C. Standar Pengajuan Keberatan
1. Persyaratan Pengajuan Keberatan

a. Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID
dalam hal:

1) penolakan atas Permintaan Informasi Publik berdasarkan
alasan pengecualian Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan Informasi Publik;

2) tidak disediakannya Informasi berkala;

3) tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;

4) Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;

5) tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;

6) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

7) penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang diatur
dalam Peraturan Direktur Utama ini.

b. Pengajuan Keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

c. Pengajuan Keberatan diajukan oleh Pemohon atau dapat
dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum



disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tata Cara Pengajuan Keberatan

a.

b.

Keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik

dan/atau nonelektronik.

Pengajuan Keberatan dilakukan dengan cara:

1) tertulis dengan datang langsung atau dikirimkan kepadaLPP
RRI atau Satker RRI; atau

2) tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email),
subsite PPID, atau aplikasi PPID lainnya.

Pengajuan Keberatan secara tertulis dilakukan dengan mengisi

Formulir Keberatan sebagaimana tercantum dalam Format 6.

Dalam hal Pemohon memiliki kebutuhan khusus maka dapat

dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam pengisian

formulir keberatan.

PPID di lingkungan LPP RRI memberikan nomor pendaftaran

setelah pengajuan keberatan diterima dan dicatat dalam Register

Keberatan sebagaimana tercantum dalam Format 7.

PPID di lingkungan LPP RRI menyimpan salinan formulir

pengajuan keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran

sebagai tandabukti pengajuan keberatan.

Dalam hal formulir keberatan dinyatakan lengkap, PPID

menyampaikan salinan formulir keberatan kepada Pemohon atau

kuasanya sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan.

PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan pengajuan keberatan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan keberatan telah

dicatat dalam Register Pengajuan Keberatan.

Tanggapan atas Keberatan

a.

Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis yang

disampaikan kepada Pemohon yang mengajukan keberatan atau

kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan

keberatan dinyatakan lengkap.

Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a paling

sedikit memuat:

1) Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

2) Nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

3) Uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan
keberatan.

Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi

berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, LPP RRI

menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.

Atasan PPID berhak untuk menolak pengajuan keberatan secara

tertulis, dalam hal Pemohon mengajukan keberatan namun:

1) tidak sesuai dengan ketentuan dalam angka 1 huruf a;
dan/atay;

2) materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi
dalam permintaan Informasi Publik.

Pelayanan Pengajuan Keberatan

da.

Pelayanan pengajuan keberatan oleh PPID dan PPID Pelaksana
dilakukan terhadap pengajuan keberatan yang ditujukan kepada
Atasan PPID.

Dalam hal pengajuan keberatan diterima oleh PPID Pelaksana,
maka PPID Pelaksana melakukan koordinasi dengan PPID dalam
menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon.



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

a. Pemohon dapat mengajukan Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik kepada Komisi Informasi apabila:

1) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan
yang diberikan oleh Atasan PPID; atau

2) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang
telah diajukan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh Atasan
PPID.

b. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

c. Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik oleh Komisi
Informasi dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi
nonlitigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, Atasan PPID
melalui surat kuasa dapat memberikan kuasa kepada:

1) PPID;

2) PPID Pelaksana;

3) pegawai pada unit pemilik Informasi Publik yang
dimohonkan;

4) pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi
memberikan advokasi hukum/menangani permasalahan
hukum/peraturan perundang-undangan; dan/atau

5] pegawai lain yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan
Informasi Publik untuk mewakili Atasan PPID dalam
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

e. Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa sebagaimana
dimaksud pada huruf d saling berkoordinasi dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik.

f. ~ PPID menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sidang Sengketa
Informasi Publik kepada Atasan PPID.

g. Atasan PPID wajib melaksanakan putusan hasil penyelesaian
Sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi atau lembaga
peradilan.

Standar Pengajuan Keberatan disusun dan ditetapkan lebih lanjut

dalam Standar Operasional Prosedur Pengajuan Keberatan.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas

diumumkan dan disebarluaskan.

D. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

1.

2,

PPID Pelaksana, dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi
Publik, menghimpun Informasi Publik di lingkup unit kerjanya.

PPID Pelaksana menyusun usulan Daftar Informasi Publik dan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Infomasi Publik
yang telah dihimpun di lingkup unit kerjanya sebagaimana dimaksud
di atas.

PPID Pelaksana menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik dan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas
kepada PPID Utama LPP RRI.

PPID Utama LPP RRI melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan
Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud di atas.

Pengklasifikasian Informasi Publik dilakukan berdasarkan Pengujian
Konsekuensi.



10.

=

12.

13.

Hasil Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas dimuat

dalam lembar pengujian konsekuensi disusun sesuai sebagaimana

tercantum dalam Format 8.

PPID Utama LPP RRI menetapkan Daftar Informasi Publik dan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dalam bentuk Keputusan

sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Format 9 dan Format 10.

Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang

Dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan persetujuan

Atasan PPID.

Daftar Informasi Publik dimutakhirkan secara berkala paling lama 1

(satu) tahun sekali.

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dimutakhirkan apabila ada

pengubahan status Informasi yang Dikecualikan.

Informasi yang Dikecualikan dapat menjadi Informasi Publik yang

dapat diakses dalam hal:

a. dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan oleh
Atasan PPID;

b. dinyatakan terbuka berdasarkan putusan sidang ajudikasi,
putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung;

c. dinyatakan terbuka karena telah berakhirnya jangka waktu
pengecualian; dan/atau

d. dinyatakan terbuka berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

disusun dan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Operasional

Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas

diumumkan dan disebarluaskan.

Standar Pendokumentasian Informasi Publik

2.

Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik

disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital

(softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah

Interoperabilitas Data.

Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy)

sebagaimana dimaksud di atas tidak berlaku untuk Informasi

Elektronik.

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana

dimaksud di atas, data yang termuat dalam Informasi Publik paling

sedikit harus memenuhi syarat:

1) Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi
penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan

2] disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem
Elektronik.

Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud di

atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

PPID Utama LPP RRI mengoordinasikan penyimpanan dan

pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud di atas

dengan seluruh PPID Pelaksana yang menguasai Informasi Publik.

Standar Pendokumentasian Informasi Publik disusun dan ditetapkan

lebih lanjut dalam Standar Operasional Pendokumentasian Informasi

Publik.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas

diumumkan dan disebarluaskan.




Standar Maklumat Pelayanan

1. PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana menetapkan maklumat
pelayanan.

2. Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud di atas memuat paling
sedikit berisi:

dasar hukum;

sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan

dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
f.  evaluasi kinerja pelaksana.

3. Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan
pernyataan kesanggupan PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana
dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar
layananyang ditetapkan.

4. PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana wajib mengumumkan
standar layanan dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud di
atas dengan:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
penduduk setempat.

5. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui
berbagai media konvensional dan digital.

6. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan sebagaimana
dimaksud di atas memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang
Disabilitas.

7. Pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan sebagaimana
dimaksud di atas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual,
dan/atau braille.

8. Standar Maklumat Pelayanan disusun dan ditetapkan lebih lanjut
dalam Standar Operasional Maklumat Pelayanan Informasi Publik.

9. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas
diumumkan dan disebarluaskan.

pange

Standar Pengujian Konsekuensi
1. Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang
Dikecualikan, PPID melakukan pengujian konsekuensi yang
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka
Informasi Publik atau sebaliknya.
2. Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah
Majelis Komisioner Komisi Informasi.
3. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan
dengan ketentuan:
a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya
memuat Informasi yang akan dikecualikan;
b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan
terang;
c. menganalisis Undang-Undang yang dijadikan dasar
pengecualian;




d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan,
kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi dibuka.

Lembar pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas sesuai

dengan sebagaimana tercantum dalam Format 8.

Informasi yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi

ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang

Dikecualikan.

Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh PPID Utama LPP RRI bersama

PPID Pelaksana dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan

pelaksanaan advokasi hukum.

Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

a. Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi
Publik dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan, PPID
dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

b. Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen
Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang
Dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi
Informasi yang Dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi
Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

c. PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi
dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan
untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
dokumen Informasi Publik.

d. PPID menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen
Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Jangka Waktu Pengecualian

a. Jangka waktu pengecualian Informasi Publik ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis
jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
pengecualiannya.

c. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana
dimaksud di atas maka Informasi yang dikecualikan menjadi
Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu
pengecualian.

d. Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka
berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap disediakan dan dapat diakses oleh
setiap orang.

e. Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka
sebagaimana dimaksud di atas dimasukkan ke dalam Daftar
Informasi Publik.

Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

a. PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang
Dikecualikan.

b. Pengubahan status Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud di atas dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi
dan persetujuan dari Atasan PPID.




c. Tata cara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengubahan status
Informasi yang dikecualikan.

d. Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi atas

Pengubahan  Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud di atas sebagaimana tercantum dalam
Format 11.

e. Pengubahan status Informasi yang Dikecualikan melalui
pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan
dalam bentuk surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang
Dikecualikan sesuai sebagaimana tercantum dalam Format 12.

10. Standar Pengujian Konsekuensi disusun dan ditetapkan lebih lanjut
dalam Standar Operasional Pengujian Konsekuensi.

11. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud di atas
diumumkan dan disebarluaskan.

Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI

1. Layanan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI tidak dikenakan biaya.

2. Biaya penggandaan, penyalinan, perekaman, dan/atau pengiriman
yang timbul dari permintaan Informasi Publik ditanggung oleh
Pemohon.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik

dan Nonelektronik

1. PPID Utama LPP RRI dan PPID Pelaksana wajib menyediakan sarana
dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud di atas tersedia dengan
Sistem Elektronik dan nonelektronik.

3. Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud di atas termasuk tetapi tidak
terbatas pada email, subsite, dan aplikasi mobile.



BAB III
PENUTUP

Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI ini perlu
dilakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik serta jika
terdapat perubahan kebijakan, inovasi, teknologi informasi dan
komunikasi atau perubahan lainnya yang mendukung peningkatan
layanan informasi publik.

Keberhasilan pelaksanaan Standar Layanan Informasi Publik ini
ditentukan oleh komitmen dan konsistensi seluruh perangkat PPID di
lingkungan LPP RRI dalam penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik
untuk menghasilkan pelayanan Informasi Publik yang berkualitas dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

-

I Hendrasmo




FORMAT 1
FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

‘ . RADIO REPUBLIK INDONESIA
stz (Rl BIat)
Telepon/FaX: ciewsess fossmcsssosn

Email: ........

FORMULIR PERMINTAAN INFORMAS] PUBLIK Lembar depan

No. Pendaftaran (diisi petugas)®™: ..o
Nama 3 e e e e S A e e e e o e T e S R
Alamat L R AR N L T s A R e R R
Pekerjaan
No. Telepon/Email
Rincian Informasi yang

| dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu) A mia i S e e i s e 4 8 s s Heiea e R SRS Abe s g s ssa 4
Tujuan Penggunaan Informasi Bl ottt ssacaim saB R it o s msan ya s bt ' e Al SR m R e RS DR BN RO K 8 S 8 AN

Cara Memperoleh Informasi*** Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat®
E Mendapatkan salinan dokumen (hardcopy/softcopy)*
Cara Mendapatkan Salinan
Informasi*** ¢ 1.[_] Mengambillangsung 3.[ ] Faksimili
z[]
]

Kurir 4.[ ] E-mail

Pos

| (N (tempat}, .................(tanggal /bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi
Publik

| (Penerima Permintaan Informasi) Pemohon

Keterangan:
* Coret yang tidak periu
**Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.

***pilih salah satu dengan memberi tanda ceklis.




2.

I

1L

V.

Hak-hak Pemohon Informasi Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik
kecuali: (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi dapat:
Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan
pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia
pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yangmenurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasiyang tidak
boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan
informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR
PENDAFTARAN KE PPID/PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK. Bila tanda bukti
permintaan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas pelayanan informasi publik

alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

Pemohon berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya
permintaan informasi dalam jangka waktu 10 {(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan
informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban
tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum
dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk
informasi yang dikecualikan atau tidak.

Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan
Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak
permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon dapat
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak permintaan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib
memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi
dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.
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FORMAT 3
FORMULIR KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

.
I r | I. ' RADIO REPUBLIK INDONESIA

.... (alamat)

Telepon/Fax:
Email: .......

FORMULIR KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran (diisi petugas)®®: ......c v smsmssssssisns
Nama
Alamat
Nomor Telp/Email
Rincian Informasi yang dibutuhkan

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen yang kami terima, dengan ini permintaan informasi publik

dinyatakan tidak lengkap, mohon untuk dapat melengkapi persyaratan yaitu:

Kelengkapan dokumen disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat keterangan tidak lengkap diterima.
[cnrrncnsssessnnnns (tEMpPAL), coveerecrenees.. (tanggal/bulan/tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama dan Tanda tangan

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permintaan Informasi Publik.
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FORMAT 4
PEMBERITAHUAN TERTULIS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

‘ . RADIO REPUBLIK INDONESIA
crsseseseasessses (BIATHAL)
Telepon/Pax: .....cvuce favisssssons

Emall; ........

PEMBERITAHUAN TERTULIS
Berdasarkan permintaan informasi pada tanggal ...... bulan ...... tahun ....... dengan nomor pendaftaran*
«.eneoy Kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu:
Nama L meeiuessn shs s iR Ssr b e rn e st ek e e e RSBSOS REEES B B bl aneRi e e
Alamat I B e T PR e e Sl e SR
No. Telp/Email T e R R R AR R R RS SR S I R

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No. | Hal-hal Terkait Informasi Publik Keterangan
Kami

Badan Publik lain, yaitu.....

1. | Penguasaan Informasi Publik**

| Bentuk fisik yang tersedia** T Softcopy [termasﬂli—ﬁ;ic_aman]

Hardcopy /Salinan tertulis

3. | Biaya yang dibutuhkan*** Penyalinan | Rp. ... x ... (jumlah lembaran) = Rp .......

Pengiriman | Rp .......
Lain-lain | : 17—
4. | Waktu penyediaan | ... hari

Qudooo

5. | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan karena:**

Informasi yang diminta belum dikuasai
Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang diminta belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu.........*****

| F—— (tempat),............... (tanggal/bulan/tahun])
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama, Jabatan & Tanda tangan
Keterangan :
- Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permintaan
=+ pilih salah satu dengan memberi tanda (V).
***  Biaya penyalinan (fotokopi) dan/atau biaya pengiriman (khusus kuris dan pos) sesuai dengan standar biaya yang
telah disiapkan

#**+ Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya

*#*=* Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.
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FORMAT 5
SURAT KEPUTUSAN PENGECUALIAN INFORMASI

L]
ll ..' {nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)}

KEPUTUSAN PPID TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI
No. Pendaftaran:*............cccoovveunenn

Nama 3 | Cmi A ee e saR RN Sas e S e See e ee S s SR TS s SRRV b S A

Alamat
No. Telepon/Fax/Email

Rincian Informasi yang dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian ; D Pasal 17 huruf...ccocnuin=UU KIP **
Informasi  didasarkan
pada alasan

]

Pasal ... Undang-Undang......... s

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMINTAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan
keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.

(i fOaMOPAL), i (tanggal/bulan/tahun)****)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama & Tandatangan

Keterangan:
. Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik.
] Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP.

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
padal dan Undang-Undangnya.

e

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis
sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.
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FORMAT 6
FORMULIR KEBERATAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA

&/
& . .................. (alamat)
Telepon/Fax: ............ y

Email: ........

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan
Nomor Pendaftaran
Permintaan Informasi
Tujuan Penggunaan INFOrmasi :© e cireerraeeseeanenes
Identitas Pemohon b i e R S e R s i S A
Nama Bl S e e e e B A S n b
Alamat I o o et e SR o S ot A et
Nomor Telepon/Email T icesisensuein e A S SR S RS H S U
Identitas Kuasa Pemohon **
Nama B sl R A e A
Alamat S - L
Nomor Telepon/Email T et St bt S S S i e S A S

......... s (IS petugas)*

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***
| a. Permintaan Informasi ditolak

]

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggal, [bulan], [tahun]
[diisi oleh petugas]****

Demikian pengajuan keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan
terima kasih.

PRTCRR I 1y 1 | | [T e | [tanggal], [bulan], [tahun]*****

Mengefahrui, orrer [
Petugas Pelayanan Informasi Publik | Pengaju Keberatan,
(Penerima Keberatan) :

& Nama jelas dan tanda tangan | Nama jelas dan tanda tangan 1

Keterangan: - _—

8 | Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.

- |Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa. -2l

pree Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilibh oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
diajukan.

[**** | Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

#eess | Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap
sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.

[***+=* Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas
|yang menerima pengajuan keberatan.
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FORMAT 8
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

& ..
I I ' RADIO REPUBLIK INDONESIA

J1. Medan Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta Pusat

Tip. [ Fax.
Email : ppid@rri.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR.....TAHUN.......

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan
Penguajian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada
tabel di bawah ini:

Inforn'xam Konsekuensupert.lmbangan Bagi Jangka Waktu
(berisi Publik =
: . Dasar Hukum . ’ Pengecualian
No |  informasi | b o ecualian (oariel uraian (disebutkan
tertenl:u yang iatormadl konsekuensi/pertimbangannya) fanghon
aan Dibuka Ditutup waktunya)

| dikecualikan)
|
|

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan
oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan

o5 [P _‘

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dilakukan secara seksama dan penuh

ketelitian.

Menyetujui,
Atasan PPID
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FORMAT 9
KEPUTUSAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN.....
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Menimbang (Konsiderans) memuat wuraian singkat
mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukan Keputusan ini. Memuat unsur
Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Mengingat (Dasar hukum) memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Keputusan ini; dan

2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan Daftar Informasi Publik di lingkungan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkandari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia Nomor .............. Tahun
veeenenenns dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia

TTD + Stempel/Cap

Nama
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ......... TAHUN ........

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

No.| Judul Ringkasan Unit Penanggung = Waktu dan Jangka
Informasi Isi Kerja/Unit Jawab Tempat Waktu

= Teknisyang | Penerbitan = Informasi an atau

Informasi Arsip

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia

TTD + Stempel/Cap

Nama
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FORMAT 10
KEPUTUSAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN.....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Menimbang (Konsiderans) memuat wuraian singkat
mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukan Keputusan ini. Memuat unsur
Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Mengingat (Dasar hukum) memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Keputusan ini; dan

2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan Keputusan ini.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..........

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONEISA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.
Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di
Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia Nomor ............. Tahun
seeseneewe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia

TTD + Stempel/Cap

Nama
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KLASIFIKASI  INFORMASI  YANG  DIKECUALIKAN DI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia

TTD + Stempel/Cap

Nama



e
FORMAT 11
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

o LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
l‘ I. . RADIO REPUBLIK INDONESIA

JI. Medan Merdeka Barat No. 4-5 Jakarta Pusat
Tlp. / Fax.
Email : ppid@rri.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR.....TAHUN.......

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... telah dilakukan
Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
disebutkan pada tabel di bawah ini:

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi

Publik
Informasi Dasar Hukum (berisi uraian Jangka Waktu
No yang Pengecualian konsekuensi/pertimbangannya) | Pengecualianan
dikecualikan Pertimbangan Pertimbangan |  (disebutkan
Sebelumnya Pengubahan jangka waktunya) |
Semula | Pengubahan | Dibuka | Ditutup Ditutup J

HRE

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan

Demikian Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan ini dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Atasan PPID
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FORMAT 12
KEPUTUSAN PENGUBAHAN STATUS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INDORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN.....

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP
PENETAPAN PPID NOMOR........ TAHUN ......

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang Menimbang (Konsiderans) memuat uraian singkat
mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan
alasan pembentukan Keputusan ini. Memuat unsur
Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

Mengingat Mengingat (Dasar hukum) memuat:

Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

1. Dasar kewenangan pembentukan Keputusan ini; dan
2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan
pembentukan Keputusan ini.

1. Penetapan PPID Nomor....... Tahan < tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor........

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor...
Tahun...

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INDORMASI DAN

DOKUMENTASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO

REPUBLIK INDONESIA  TENTANG PENGUBAHAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR....... TAHUN.......

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN.

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan..

Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor ........... Tahun

yang tercantum dalam lampiran... merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
~

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia

TTD + Stempel/Cap



